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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 8.c/KEP/KOMINFOSAN/I1/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUELIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangkat meningkatkan kualitas
pelayanan informasi kepada masyarakat dan
mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi
publik maka perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Informasi Publik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi tentang Standar Operasional Prosedur

Prosedur Pelayanan Informasi Publik.



Mengingat

Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang
Penunjukan  Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Peranghkat

Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Informasi Publik yang terdiri dari :

1. SOP Permohonan Informasi

2. SOP Penanganan Keberatan



3. 80P Penangan Sengketa Informasi melalui Mediasi
4, 80P Penanganan Sengketa Informasi  melalui
Ajudilennsi
KEDUA : Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
schagaimana tercantum dalam Lampiran I, sampai dengan
Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
KETIOGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku untuk pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di  : Kota Yogyakarta
pada tanggal : 25 Januari 2022




_LAMPIRAN |

Nomaor SOP : 01

Tanggal Pembuatan | : 14 - Januari - 2022

Tangeal Revisi ) - Jamuari - 2022
Tanggal Pengesahan | - 25 - Januan - 2022 |
Disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian '

o JEng
f ‘
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA |
] Nama SOP | Pelayanan Informasi P |
Diasar Hubum: Kualifikasi Pelaksana:

1, Kepala Dinas: [

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik

L
2. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang Pelayanan Publik
3.

2008 tentang Keterbukaan Informas: Publik
4.

Peraturan Pemerintah Nomaor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Peraturan Dacrah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Temtang Pengelolaan

Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelavanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Komisi lnformasi Nomor | Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubshan Ketiga Atas Peraturan
Walikots Yogyakarta Nomor %0 Tahun 2017 teatang Penunjukan Pejabat ngulnlnlluﬁ:mm dan
Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisas Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Yogyakans,

-

51 Sospol, §1 Ekonomi, 51 Hukum, 51 Komunikasi, 51 Komputer, 51 [nformatka,
diutamakan S2 Manajemen / 52 Hmu Hukum / 52 Magster Adm Public / 52
Komunikasi/ S2 Ilmu Komputer' 52 Magister Manajemen Informasi’ 52 Chief
Information Officer’ $2 Magister Teknis [nstrumentasy’ 52 yang serumpun *
Sekretaris Dinas: _
51 Sospol, S| Ekonomi, 51 Hukum, diutamakan 52 Manajemen / 52 [imu Hukum /52 |
Magister Adm. Publik / $2 yang serumpun |
Kepala Bidang Komunikasi Publik:

$1 bidang Komunikasi' Scsial Politik/ Pemerintshan/ Kebijakan Publik/ Hukum/ |
Teknologi Informasi, diutamakan 52 limu Komunikasi' Mansjemen dan Kebijakan
Publil/ Timu Administrasi Publik/ Politik dan Pemerineshan/ [imu Hukum/ Magister |
Hukum mu Komputer/ 52 yang serumpun |
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik, Pengelolsan Keluhan dan Aduan:

$1 bidang Komunikasi/Kebijakan Publik/ Hukum, diutumakan S2 limu Komunikasi/ |

Manajernen dan Kebijakan Publik/ Ilmu Hukum/ Magister Hukum/ 52 yang serumpun |
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: .
SOP Penanganan Keberatan ; K‘?F‘F"-'“;]

3. Alat rulis kantor (ATEK)

4, Prinder

Pencatatan dan Pendataan: Setiap permohonan informasi publik dicatat dalam regisier

- Apabila petugas tidak menguasai Daftar Informasi Publik (DIP), dapat mengakibatkan

S

permohonan informasi publik.

| ketidaktepatan informasi yang diberikan .



Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
divitas Pengelola
o ax i PLID Informasi Persyacatan/ Wakiu Output Keterangan
Informasi D I Relenghapan
(PPIDY) :
1 | Mengisi formulir permohonan 5 menit Fummlw_p-umf:hm}_mp
informasi publik dari wehsite Q "l informasi publik diisi
PPID, mengirimkan permohonan titns diri
melalui email PPID, maupun Iden
datang langsung ke Dinas l
. Em pumnh. lir chonan Kelengk administrasi
' a. Formulir permohonan | 10 menit Formulir perm engkapan
: ”Emampmﬂ?u <> informasi publik informasi dan berupa salinan identitas
Melakukan verifik - b. Salinan identitas din kelengkapan diri dan kesesunian
E s YA Ak inistrasi diverifikasi | formulir identitas
kelengkapan administrasi administrasi diveri dengan
e |
3 | Melakuk ifikasi bahwa Formulir permohonan 15 menat Jenis informasi yang Apabila informasi yang
mﬁmmugny:;?dimhm termasuk informasi yang telah diminta telah diverifikasi | diminta termasuk dalam
terbuka dikecualikan diverifikasi informasi yang
- TIDAR - dikecualikan, maka
informasi bahwa
YA permohonan ditolak
emberikan tanda bukti untuk L] Tanda bukti 5 menit Tanda bulkti
! :ng;lm'bum mateni informasi pengambilan mnformasi : dm imformasi
publik kepada pemohon informas | publik puhhl:h::;'hmkm kepada
5 | Memutuskan menerima atau Formulir permohonan 30 menit Keputusan menyetujui
olak permohonan informasi informasi publik yang atau mmu'l:kl :
m = telah diverifikasi permohonan informasi
YA publik




Mempersiapkan mateni informasi Formulir permohonan 10-17 hari | Materi informasi publik a. Lama pemberian
publik yang diminta infonmasi publik yang dipersiapkan informasi tergantung
telah disetujui pada materi dan cara
penyampaian yang
diminta pemaohon
(maksimal 10 har
kerja) :

b. Jika informasa yang
diminta tidak dikuasai,
maka bisa
menghubungi PPID
Pembantu

¢. Jika informasi masih
belum didapatkan
setelah 10 hari, PPID
bisa menghubungi
pemohon untuk
meminia perpanjangan
waktu selama 7 han

Memberikan materi informasi Materi informasi publik | 10 menit Materi informasi publik
kepada tim sekretariat ang telah disiapkan diberikan kepada
HFP?B& a : Sekretariat PPIDVEPID
Pembantu
enerima materi miormasi Materi informasi publik | 15 menit a Materi informasi
g L&&m PPID publik diterima
emberitzh kepada oleh Sekretaniat
® :‘mim m.i:r“hl:L untuk PPID/PFID
mengambil maten informas . :xmm .
publik yang duminia Hobongi formas
Menerima tanda bukti a. Materi informasi 5 menit Maten informasi publik
" pengambilan informasi publik publik diberikan htpadn :
b. Menyerahkan maten nformasi b. Tanda bukti pemohon informasi
publik yang diminta pengambilan

informasi publik




T

| 10 | Menerima informasi bahwa 1 Kepuiusan permohonan | 5 menit Pemohon informasi Apabila pemohon tidak
permohonan informas: publik informasi publik dan mengetahui bahwa puas dengan penolakan
ditolak PPID permohonan informasi | permohonan informasi,
publik ditolak maka dapat mengajukan
keberatan
|
11 | Menerima materi informasi Materi informasi publik | 5 menit Materi informasi

publik

publik diserahkan ke




LAMPIRAN 1

| Nomor SOP |
Tanggal Pembuaian ‘14 = Jooenm - 202
Tlnilll Hevisi ¢ 20 - Januarn - 2022
I Tanggal Pengesahan | @ 23 - Januari - 2022 |
‘ Dizahbun aleh |
| DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
Mamia SOPF
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelalksana:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik 1. Kepala Dinas:

2. Undsnp-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

| 3. Peraturan Pemerintsh Nomor 61 Tehun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar
14 Tahun 2008 tenesnp Keterbokasn Informasi Poblik

4, Peraturan Dacrsh Dacrah Istimews Yogyakara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan
Eaerbakssn [nformes Poblik;

| 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelmyvansn Informss dsm Dokumentasi di Linglungan Kementerian Dalam Megen dan

Pemermshan Dacrah.

51 EM.SI&MMHWSIMSIW.SIW'
divtamakan 52 Manajermen / 52 Dmuo Hukum / 52 Magister Adm Publik / 52
Komunikasi’ 52 lmn Komputer’ 52 Magister Manajemen Informas’ 52 Chief
Information Officer/ 52 Magister Teknis Instrumentasa’ 52 yang serumpun -

2. Sekretaris Dinas:

51 Sospol, $1 Ekonomi, 51 Hukum, divtamalksn 52 Manapemen /| 52 lmu Huloss /
52 Magister Adm. Publik / 52 yvang serumpun

3. Kepala Bidang Komunikasi Publik:

51 bidang Komunikasi' Sosial Polink/ Pemenntahsn’ Kebyskan Pubhk/ Hukumy' |

| 6. Peramuran Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021 tentang Standar Layanan [nformasi Publik, - sl : ' Hu
| 7. Keputusan Walikots Yogyakarta Nomor 207 Tabun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas |  Teknologi Informasi, diutamakan 52 llmu Komunikasy' Manajemen dan Kebijakan
| Peraruran Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Publik/ llmu Adminictrasi Publik’ Politk dan Pemenntaban [mu Huloom' Magyster |

informasi den Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di HWEL@“HIHMW P

Organisssi Poangkat Dacrah Pemerintah Kots Yogyakarta, 4, Kepaln Seksi Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Keluhan dan Aduan

51 bidang KomunikasiKebijakan Public’ Hukum, distamakan 52 lmo Komunikas/

I Mangjemnen dun Kebijakan Publik/ llmu Hukwm/' Magister Hukuny 32 yang senampuan |
| Keterkaitan: Peralatan/Perlenghkapan: |
| 1. SOP Pelaysnse Informasi Publik Eﬁ-pnuu

| 2 SOP Pensngmn Senghets Melalui Mediasi

3. SOP Pensngman Sengheta Melalu Ajudikas

_ Peringatan:
; Jika penangenan keberatan tidak ditanggapi maka pemohon dapad langsung mengnjukan senpheta




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
Ne Aktivitas Pemohon Pengelola Sekretariat | Persyaratan/
Soforanuid FLID Informasi PPID Kelengkapan Wakiu Chtpat Keterangan
(PPID)
1 | Menginmkan surat keberatan Surat keberatan atas | Keberatan dapat
atas pelayanan permohonan B - pelayanan disebabkan oleh
nformas: permohonan beberapa hal, yaitu (1)
informasi dikirimkan | permohonannya tidak
ditanggapi, (2}
ditanggapi tidak
sebagaimana yang
diminta, (3) tidak
dipenuhi, (4) dikenakan
biaya yang tidak wajar,
atau (5) dilmyani
melebihi jangka waktu
yang diatur dalam
Undang-Undang KIP
2 | a Menerima surat keberatan Surat keberatan 10 menit Surat keberatan
dari pemohon mformasi 4 atas pelayanan diterima dan
publik Wy informasi diverifikasi
b. Melskukan verifikasi / TIDAK
kesesunian surat keberatan
atas permohonan informas YA
publik dengan arsip
permohonan mformas
publik
3 | Menyampaikan surat keberatan L4 a. Surat 5 menit Surat keberatan
atas permohonan informasi keberatan diberikan kepada
publik ke PFID yang telah PPID
divenfikasi
b. Arsip
mﬁ:r_mm
, S R publik
4 | Melakukan konsultasi dengan a. Surat 480 menit | Konsultasi dengan
Bagian Hukum k:berﬂ.ll:ih MHM
| | yang tel an
diverifikasi




[ b. Arsip
permahonan
informasi
publik
5 | a Menelaah alasan pengajuan a, Surat 480 menit | Pertimbangan hukum
keberntan dan pemohon keberatan dan rekomendasi
informasi vang telah kepada PPID
b. Memberikan pertimbangan diverifikasi
hukum dan rekomendasi b. Arsip
kepada PPID permohonan
informasi
pullik
6 | a Menecrima hasil Pertimbangan 60 menit Kepumusan tertulis Apabila menolak
rekomendasi TIDAK hukum dan atas keberatan yang | keberatan, maka
b. Menvusun kepumsan rekomendasi digjukan menginstruksikan
sortulis atas keberatsn yang <> kepada PPID sekretariat PPID untuk
diajukan memberitahukan kepada
| pemohon informasi
7 | & Meneruma hasil keputusan a Kepumsan 10 menit o Menerima
dani PPID tertulis dari keputusan tertulis
b. Menghubungi pemohon PPID atas dari PPID
informasi terkait keputusan keberatan b. Pihak perohon
penolakan keberatan yang diajukan dihubungi
b. Momor kontak
 pemohon
| & | Mempersiapkan dokumen i Keputusan 7 hari Dokumen informasi
informasi publik vang diminta tertulis atas @240 publik dipcrsiapkan
keberatan menit
b. Arsip
permohonan
informasi
publi}
9 | Membenkan dokumen Dokumen 10 menit Materi informasi
informasi publik yvang diminta informazi publik publik diberikan
ke tim sekretariat yang telah kepada pemohon
dipersiapkan informas:
10 | a Menenma dokumen Keputusan 10 menit Mengetahui bahwa
informasi publik dari PPID permohonan permohonan
informasi publik informasi publik
dari PPID ditolak




b, Menghubung: pemohon
untuk mengambil dokumen i
informasi publik . - :
11 | Menerima dokumen informasi Materi informasi | 5 menit Materi informasi
publik [___] pullik publik diberikan
kepada pemohon
inf x
12 | Menerima keputusan penolakan Keputusan tertulis | 5 menit Pihak pemohen
eberatan dan keberatan menerima keputusan
' = B o tertulis dari PPID

vang diajukan




LAMPIRAN I1I

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk

3. Peraturan Pemerintzh Nomeor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Perataran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Momor 4 Tehun 2021 Tentang Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik;

5. Perataran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Fedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Megeni dan
Pemerintahan Dacrah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tabun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelols [nformasi dan Dokumentas: dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta,

I Nomer SOP E ]

Tanggal Pembuatan | - 14 - Januan - 2022
Tnfﬂnl Revisi ¢ 20 = Januan - 2022
Tanggal Pﬂ_E?II.I]H:I : 25 - Januan - 2022
Disahkan oleh

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KOTA YOGYAKARTA

Mama S0P

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksann:

1. K:pll:l Drnas:

51 Sospol, 1 Ekonomi, 1 Hukum, §1 Komunikasi, 51 Komputer, 51 Informanka,
divtamakan 52 Manajemen / 52 Nmu Hukum / $2 Magister Adm.Publik / 52
Komunikasi/ S2 [imu Komputer/ $2 Magister Manajemen Informasi’ 52 Chief
Information Officer/ 52 Magister Teknis Instrumentasi/ 5.2 yang serumpun

2. Sekretaris Dinas:
51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukurn, dintamakan S2 Manajemen / 52 [lmu Hukum / 32
Magister Adm. Publik / 52 vang serampun

3. Kepala Bidang Komunikasi Publik:
51 bidang Komunikast Sosial Politik/ Pemerintahan/ Kebijakan Publik/ Hukum/
Teknologi Informasi, divtamakan 52 Mmu Komunikasi’ Manajemen dan Kebijakan
Publik/ [lmu Administrasi Publik/ Politik dan Pemenntahan/ [lmu Hukum!' Magister
Hukum' [lmu Komputer/ 52 yang serumpun

4, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Keluhan dan Aduan:
51 bidang Komunikasi‘Kebijakan Publik/ Hukum, diutamakan 52 [lmu Komunikas)/
Manajemen dan Kebijakan Publik/ Ilmu Hukum/ Magister Hukum/ 52 yang serumpun |

| Jika penangan sengketa melalui mediasi tidak dilakukan maka langsung melalui sjudikasi

Kererkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik Komputer

2. SOP Penanganan Keberatan ATK

3. SOP Penanganan Sengketa Melalui Ajudikas:

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: |

Surat Panggilan dari Komisi Informasi Daerah (KID) - |




Mutu Baku

Pelaksana -
Kool | F‘:ﬂﬁ:ﬂ
No ARrivitas Informasi | Sekretariat i Persyaraian
Daeral ‘ PPID llil]f:m:‘m Keloaghapan Wakiu Chatpat Keterangan
|| s (PPID)
| 1 | Mengirimkan Surat Panggilan | Surat Panggilan dan
| terkait jadwal Pemeriksaan | lampirannya
| Awal dan lampiran ringkasan | I disampaikan ke
| permohonan penyelesaian Sekretaniat PPID/PPID
| sengketa informas: ' Pelaksana
i |
| 2 |a Menenims Surat Panggilan ' a. Surat Panggilan 10 menit Surat Panggilan
dan Komisi Informasi ¥ b. Lampiran diterima dan
Dacrah (KID) ringkasan diverifikasi
b. Memvenfikas Surat permohonan
| Panggilan Awal dengan sengketa informasi
| | arsip keputusan tertulis
vang menclak keberatan
pemohon informasi #
3 | Menvampaikan Surat a. Surat Panggilan 5 menit Surat Panggilan dan
Panggilan dan arsip keputusan b. Arsip Keputusan Arsip Keputusan
tertulis ke PPID Tertulis Tertulis disampaikan
L—j ke PPID
4 | a Menerima Sura Panggilan a. Surat Panggilan 480 menit | Konsultasi dilakukan
| dan kelengkapanmya dari - b. Arsip Keputusan dengan Sekretarial
sekretana Tertulis PPID
b, Melakukan konsultas:
dengan Sekretaniat FPID
| 5 |a Menelash alasan pengajuan a. Surat Panggilan | 2 hari @180 | Pertimbangan hukum | Sekretariat PPID terdiri
| keberatan dari pemohon . b. Arsip Keputusan | menit dan rekomendasi dari Dinas Kominfo
informasi Terulis kepada PPID Sandi, Bagian Hukum,
b. Memberikan perimbangan | Bagian Organisasi, dan
| hukum dan rekomendasi I Inspektorat
kepada PPID




nn—l—(:l

| selesai

6 | Menenma pertimbangan Pertimbangan hukum | 5 menit Pertimbangan hukum
hukum dan rekomendasi dan dun rekomendasi dan dan rekomendasi
| Sekretariat PPID - Tim Pertimbangan ditenima PPID
7| Mengirimkan surat balasan ke Arsip keputusan 10 menit Surat balasan ke KID
KID atas Surat Panggilan tertulis dani PPID atas dikirimkan
terkait Pemernksaan Awal keberatan yang
iajukan
8 Menghadini Pemenksaan Keputusan tertulis & jam a Pemerksaan Awal
| Awal di KID: atas keberatan yang di KID dilakukan
a memberikan keterangan . i diaukan b. Keputusan hasil
terkait informasi vang ndak mediasi
dapat diberikan
b. mendengarkan hasil
mediasi yang dituliskan ke
dalam kesepakatan mediasi
|9 | Membuoat keputusan terkait a. Arsip onan | 2 jam Keputusan PPID Apabila salah satu pihak
hasil mediasi TIDAK informasi publik tidak menyetujui hasil
b. Keputosan hasil medinsi, maka dapat
mediasi melanjutkan ke tahap
YA ajudikasi
10 | Menenma informasi ! Keputusan PPID | 5 menit Informasi kepumasan
keputusan hasil mediasi hasil mediasi diterima
bahwa salah satu pihak tidak [ ]
menvetujui hasil mediasi
11 | Menerima informasi Keputusan PPID | § menit Informasi keputusan | Senpgketn informasi selesai
keputusan hasil mediasi ¥ hasil mediasi diterima | apabila kedua pihak
bahwa sengketa informasi C] menyetujui hasil mediasi




LAMPIRAN IV _

Nomor SOP__

Tanggal Pembuntan

;- =022

T..mll Revisi

: - = 2022 1

Tanggal Pengesahan

T - - 2022 |

Disahkan oleh

DINAS KOMUNTKAS] INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
i KOTAYOGYAKARTA

/

Nama SOP

| Dasar Hokum:

Kualifikasi Pelaksana:

Undang-lndang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Perasuran Pemerintah Nomor 61 Tabun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 1entang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komis Informasi Nomor | Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Keputusan Walikota Yogyakara Nomor 210 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim
Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pelaksana Operasional
Pejabai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Yogyakarta

il Bd =

Ln s

. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Keluban dan Aduan:

51 Sospol, $1 Ekonomi, S1 Hukum, 51 Komunikasi, S1 Komputer, 51 Informanka,
diutamakan 52 Manajemen / 52 Ilmu Hukum / 52 Magister Adm Publik / 52
Komunikasi/ 52 llmu Komputer/ S2 Magister Manajemen Informasy 52 Chsef
Information Officer/ $2 Magister Teknis Instrumentasi/ 52 yang serumpun

51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukum, diutamakan 52 Manajemen / 52 [lmu Huokum
/ 52 Magister Adm. Publik / 52 yang serumpun

51 bidang Komunikasi/ Sosial Politk/ Pemerintaban’ Kebijakan Publik/ Hukum/
Teknologh Informasi, divtamakan 52 [lmue Komunikesy' Manajemen dan Kebijakan
Poblik/ lmu Administrazi Publik/ Politk dan Pemerintshan’ [mu Hukam/
Magister Hukuom' limu Komputer’ 52 yang serumpun

51 bidang KomumikasiKebijakan Publik/ Hukum, divtamakan 52 [lme
Komunikasi’ Manajemen dan Kebijakan Publik’ [Imu Hukom/ Magister Hukoam'
52 yang serumpun

Keterkaitan:

1. SOF Pelpyvanen Informasi Publik
| 2. S0F Penmnganan Keberatan
3. SOP Penanganan Sengketa Melalun Mediasi

Pencatatan dan Prnhu.ﬂ_:_t;r_r

Peringatan: -
Jikn penangan senphets melabui sjudikasi tidak ada titik temu maka dapat banding hingga FTUN

Surat Panggilan Ajudikssi dari Komisi Informasi Dacrah (KID)




Pelaksana Muiu Baku
“ . Komisi | Sekretariat FT::::-
v krivitas Informasi = PPID/PPID Persyaratan/
. Dacrah | Pembantw/PPID Informasi e Wakiu Output Keterangan
(KID) Pembantu Dacrah
(PPID)
1 | Menginmkan Surat Surat Panggilan
Panggilan m beserta | | Ajudikasi dan
lampiran rmahm _ lampirannya
p:unnhcn_m mjudikasi dan disampaikan kepada
pemohon informasi Sekretariat
FPIDVFPID Pembania
2 | a Menerima Surat a. Surat Panggilan 10 menit | Surat Panggilan
Panggilan Permohonan Apdil-:m diterima dan
Informas: Dasrah (KID) ringkasan
| b. Memvenifikasi Surat permohonan
Pangmilan Awal dengan ajudikasi
arsip Catatan Sidang
| Medissi
3 | Menyampaikan Surat ¥ a Surat Panggilan | Smenit | Surat Panggilan
Panggilan Ajudikasi ke PPID Ajudikasi Ajudikasi & Arsip
b. Arsip Catatan Catatan Sidang
Sidang Mediasi Mediasa disampaikan
ke PPID
4 | a Mencnma Surat L a. Surat Panggilan § jam Konsultasi dilakukan
Panggilan Ajudikasi dan Ajudikasi dengan Sekretariat
kelenghkapannya dari b. Arsip Catatan PPID
sckretarial Sidang Mediasi
b. Melakukan konsultasi |
dengan Sekretariat PPID
5 | Membenkan pertimbangan a, Surat Panggilan 8 jam Pertimbangan hukum | Sekretariat PPID terdin
hukum dan rekomendasi Ajudikasi dan rekomendasi dari Dinas Kominfo Sandi,
kepada PPID 1 b. Arsip Catatan kepada PPID Bagian Hukum, Bagian
| Sidang Mediasi Organisasi, dan Inspektorat




a. Menenma pertim Pertimbangan hukum | 60 menit a. Pentimbangan
hukum dan rekomendasi dan rekomendasi dari hukum dan
dan Sekretanat PPID Sekretaniat PPID rekomien dasi
b. Mempersiapkan bukti- diterima PPID
bukt yang dibutuhkan b. Bukti-bukti
Menghadin sidang ajudikasi a. Surat Panggilan 480 menit | a. Sidang ajudikasi | Biaya yang ditimbulkan
bersama dengan Sekretanat Ajudikasi dihadiri akibat menghadirkan Saksi
PPID: b. Bukti-bukti yang b. Pihak pemohon | Ahli ditanggung oleh pihak
a mendengarkan pendapat telah memberikan yang mengajukan
pemobon informasi dipersiapkan pendapat
terikait keberatan vang ¢. Rekomendasi c. Sanggahan
diajukan dari Sekretariat maupun alasan
b. memberikan sanggahan PPID disampaikan
maupun alasan terkain d. Keterangan dan dalam
mformas yang tidak d. Keterangan Saksi
¢. menghadirican Saks Ahli e m
apabila diperiukan dalam terkait sengheta
d. mendengarkan putusan
hakim teatang senghketa
o "
Membuat keputusan terkait 120 menit | Keputusan PPID Apabila salah satu pihak
hasil persidangan Keterangan dari pihak tidak menerima keputusan
TIDAK pemchon maupun hakim, maka dapat
Dinas Kominfo Sandi mengajukan gugatan ke
pengadilan kasas

YA




| 9 | Menerima informasi y Keputusan hakim S menit Informasi keputusan
| keputusan hasil persidangan | [ terkail sengketa hasil persidangan
bahwa salah sam pihak tidak informasi diterima
menyetujul keputugan hakim
10 | Menenima nformasi Keputusan hakim 5 menit Informasi keputusan
kepunusan hasil persidangan terkait sengketa hasil persidangan
bahwa sengketa informas informasi ditenima

| selesai

e




